
a. bahwa dengan ditclllpkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Up8Y'd rnengintensifkan penerirnaan
pendapaian asli daerah (PAD) yang merupako.n salah satupendapatan dDerah yang
pcnting guna rocmblayai pelaksanaan ~crintab daerah, perlu menetapkan
besaran Sea Perolehan Hak Alas Tanah Dan Bangunnn ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimnksud dalam huruf II,perlu
mernbentuk Peraniran Deerah KOUlPalembang (CoUlllg Sea Peroleban Hak AUlS
Tanah Dan Bangunan.

I. Uodang - UnclnagNomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat J1
dan KOUlprajadi Sumatera Selatan (Lembaran Ncgara RJ Tallon 1959 Nemer 73,
Tambahan Lembamn Negara Rl Nomor 1821);

2. Undang - Undang Nomor 8 Tabun 1981 tentang Hukum Acaro Pidana (Lembaran
Negara Rl Tahun 1981Nomor 76, Tambahan Lcmbarnn Negara Rl Nomor 3209);

3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentnng Badon Penyelesalan Scngkcta
Pajak (Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 40, Tambabau Lembaran Ncgara
RJ Nomor 3684);

4. Undang - Undang Nomor 21 Tabun 1997 tentang Sea Perolebaa Hak Alas Tanah
Dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahaa
Lembaran Negara Rl Nomor 3688) scbagaimana telah diubah dengan Undang­
Uodang Nomor 20 Tahua 2000 tentang Perubahan AJ.o.~Undang-Undang Nomor
21 Tahun 1997 lenlnng Ben Perolchan Hak Alas Taoah dan Baagunan (Lembamn
Negara RI Talwn 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3988);

5. Uodang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentnng Pembentukan Pcraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomo(4389);

6. Undang - Uodang Nomor 32 Tahun 2004 tClltnng Pemerlntahan Daerah
(Lembarsn Ncgara RJ Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembarnn Negara Rl
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakbir dengan Uodang -
Undang Nomor 12 Tahun 2008 teataag Perubahan Undang - Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Nagara RI Tabun 2008
Nomor 59, Tarnbahan Lcmbaraa Negara RI Nomor 4&44);

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 teruang Perimbangan Keuangan Anlara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaron Negara RI Tahun 2004
Nomor 126 Tambaban Lembaran Negara Rl Nomor 4438);

8. Undang - Undang Nomor 28 Tahua 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusl
Daemh (Lembaran Negara RI Tabun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran
NegaraR1 Nomor 5049);
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Pasal J

Dalam Pcraturan Daerah ini yang dimaksud dengaa ;

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang,
3. Walikota ndoJah Walikotn Palembang,
4, Drnas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah KutaPalcmbang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah KOIllPolembang.
6. Badan adalah sekumpulan orang danlalau modal yang merupakan kesaruan, balk

yang ruelakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaba millk negara (BUMN), atau badan usaha milik
daerah (BUMO) dengan nama dan benruk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pengsiun, persekutuaa, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosiaJ
politik atau organisasi lainnya, lcmbaga dan benuk badan lainnya tcnnasuk kontmk
investasl kolektif'dan bentnk usaha tetap,

KETENTUANUMUM

BAB}

DEWAN PERW J\KIl.AN RAKYAT DAERAII KOTA PALEMDANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN;

PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAJ< ATAS TANAli
DANIATAU BANGUNAN

Dengan Persetujuan Bersama

9. Pemruran Pemeriniah Nomor 27 Tahun 1983 tcntang Pelaksanaan Hukum Acara
Pidana (Lembsraa Negara Rl Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3258) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor III Tahun 2000 tentang Pengenaan Perolehan Ilak
Aias Tanah Dan Bangunan Karena Waris Dan Hibah Wasiat (Lembaran Ncgara
Rl Tabun 2000 Nomor 2 J 3, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4030) ;

II. Peraturan Pcuierintah Nomor 38 Tahun 2007 temang Pembagian Urusan
Pemerintahnn antara Pernerimah, Pemerimahan Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupatcn/Kota (Lembaran Negnrn RI Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan
Lcmbaran Negarn R I Nomor 4737);

12. Peraruran Daerah Kala Palembang Nomor 44 Taboo 2002 tcntang Ketentraman
dan Kctenlban (Lcmbaran Daerah KOIll Palembang Tahun 2002 Nomor 76)
sebngoimono telah diubah dengan Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 13
Tahun 2007 tentang Keientraman dan Kctertiban (Lembatnn Daerah KOIll
Palembnng Tahun 2007 Nomor 13);

13. Peraturaa Dacrah Kola Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman
Pernbinaan dan Operasional Penyidik Pegawai Negeri SipiJ (Lcmbaran Dacrah
Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);

14. Pcroturan Daereh Kola Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tcntang Urusan
Pernerintahan KOla Palcmbang (Lembaran Dacrnh Kala Palernbang
Tahun 2008 Nomor 6);

IS. Peraturan Daerah KOIll falcl)lbang Nomor 9 tnhun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Teta Kerja Dinas Daerah KOla Palembang (Lcmbarao
Daerab KOla Palcmbang Tahun 2008 Nemer 9).
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7. Sea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adaJab pajak alas perolehan hak
alas tanah dan/atau bangunan,

8. Pcrolehaa Hak aras Tanah dan/atau I3angunan adalah perbuatan atau peristiwa
hukum yong mengakibaikan diperolehnya halt atas tanah danlatall bangunan oleh
orang pribadi atau Badan,

9. Hak atas Tanab danlatau Bangurum adaJah bak aias tanab. tcrmosuk hak
pengelolaan, sena bangunan ill atasll.yn sebagaimana dimaksud dalam undang­
undang di bidang pcrtanahan dan bangunan.

10.Kas Umum Daerah adaJah Kas Pemerintah KOlaPalcmbang.
l l.Bendaharawan Khusus Pcnerima unruk selnnjutnyn disingkat BKP adalah

Bcndaharnwan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Dacrab Kota Palembang.
12.Pejabar adalah pegawai yang dibcri tugas rcrtentu dibidang pajak sesuai dengan

pcrarursn perundang-undangan yang berlaku,
13.Wojih Pajak adalah orang pribadi atau badan, mclipuri pembayar pajak, pernotong

pajak dan pcrnungut pajnk yang mcmpunyai hak dan kewajiban perpajakan scsual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,

14.Ni18i Jual Ohjc!.: Pajak yang selnnjutnya disingkat 'NJOJ>adaJab barga rota-rota
yang diperoleh dati transaksi [ual bell. NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dcngan objck loin yang sejenis, atau nilai pcroleban baru atau NJOP
pengganti.

15.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang meujadl dsser bagi
Wajib Pajak untuk mCDghituug.menyetor don melaporkan pajak yang tennang,

16.Surot Pcmberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTJ>Dadalab SUm!
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk mclaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajuk, objek pajak danlalllu bukan objek pajak dao/alau bana dan
kcwajiban sesual deogen kClenfuan peraturan perundang-undangan perpajakan
dacrah,

17.Rurol Setoran Pajak Daerah ylllJg ~elanjutnya dislngkat SSPD adalah bukti
pembayaran a18Upenyetoran pajak yong telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atuu telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Dacrah melalui
tempat pembayaran yang dilunjuk oleh :Walikota.

18.Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurnng' Bayar yong selnnjumyn disingkat SKPDKB
adaJah SUral Ketetapan Pajak yang menentukan besamya jumJah pokok pajak,
jurnlab kredit pajak, jwnlab kckurangan pernbayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif dan jumlah pajak yang masih barus dibayar.

19.5urat Ketctapan Pajak Dacrab KIIIllOgSayar Tanlbaban yang selalljutnya disingkat
SKPDKDT ada.lah Sural Ketctnpan Pajak yang mCllcnlukan tambahan atas jumlab
Plijak ylllJgditClllpkan.

20.Surnl Ketetapan Pajak Daerah Lebili Bayar yang selanjutnya disingkal SKPDLB
adaJab Surat Kctctnpan Pajak yang menent\lknn jumlalt kelcbihan pemhoyamn
pajak kar:enajumlab kredit pajak Icbili besar dati pajak yang terhutang atau Lidak
scharusllya tc[hutallg.

21.Suml Ketetapan Pajak Daerah Nibil yang sclanjutnya dlsingkat SKPDN adaJah
Suml Kctclapan Pajak yang menclllUkon jumlaJl pokok Pajak saJ1)a bcsomya
dcngan jumlah kredil pajak atau pajak udak terutang dan tidak ada k:rcdilpajak.

22.5= Togihnn Pajak Daerab yang selanjutnya disingkat: STPD ada.lah Sum! untuk
mcJakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi adminitrasi berupa bunga danlalau denda.

23.Pemeriksaan adaJob serangkaion kegialan menghimpun dan mengolnh ·dala,
kctcrnngan dan/o18u bllk'tl yang dilaksanakan secara objcktif dan profesiooaJ
bcrdasarkan suatu standar pemeriksaan unluk menguji kepatuban ~menuhan
kcwajiban perpajakan daerah dan/alau untu!: lujuan Jain dalam rangka
melnksonnkan ketCfllunnJ)crB.ruran penlOdang-lIl1danganperpajakan dac[llh.

24.Pcnyidlkan Tlodak Pidarut dlbidong Pajak Dacmh ada1alJ scraugkaian Lindakan
yang diLal.;ukanolch Pcnyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjumya dlsehut
POllyielik, unlUk JIlcncari scl1a mcngumpulkan bukti YaQg dcogan bukti itu
membuat terong Tindak Pidnna dibidang Pajak. Dacroh yang teJjadi serta
menemukan tersangkanya.
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(2) Wojib Pajak Ben Perolehan Hak alas Tanah dan/atan B811gun811edalall orang
pribadi aUlIIBadan yang memperolch Hok alas Tanah danlatau Bangunan.

Pan) 3

(I) SlIbjek Pajak Bea Perolchan Hale alas Taoab dan/aiau Bangunan adalah orang
pribadi atau Badan yangmemperoleh Hak alas tanah dan/iIIaUBangunan;

BABll

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB l'AJAK

Paul 2

(l).I)cngan nama Bea Perolehan Hak AlaS Tanah DanlAtau Bangunan yang dipungut
hnyaran atas pajak alas setiap perolchan hak alas tanah dan/nteu bangunan.

(2) Objek Pajak Ilea Perolehan Hak AUISTanah Dan/Alau Bnngunan adalah Perolehan
Alas Tanah DanlAlau Bangunnn,

(3) Perolehan Hok alas Tanah dan/aUlu Bangunan sebagaimana dimaksud pads
ayat (I), meliputi:
a perniadahan hall, kareaa:

I) jual beli ;
2) tukar mcnukar ;
3) hihah;
4) IUbal!waslat ;
5) woos;
6) pcmasukao dalam perscroan mau badan hukum lain;
7) pemisahan hek yang mengakibatkan peralihan ;
8) peounjukan pembeli dalam lelnng ;
9) pelaksanaan PU1USlUl hakim yang mcmpunyai kckuetsa hukum tctap ;
10) penggabungen usaha ;
II) peleburan usaha ;
l2) pcmckarsn useha ; AIOII
13) hadiah.

b. pemberian bak barn, karcna:
I) kelanjutan pelepasan hak ; atau
2) di luar pelepasan hak.

(4) Hak atas tanah sebagaimanadimaksud padaayat (l)adalah:
a. hnk milik ;
b. hak guna usahn ;
c. bak guna bangunan :
d. hak pakni ;
c. bilk milik alas satuan rumah susun ; dan
f. bak pengelolaan.

(5) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolchan Hak atas Tanah daa/atau
Bangunan adalli objek yang diperoleb:
a.. perwakilan diplomatik dan konsulai berdasarkan asa perlakuan timbal balik;
b. negare untuk penyelenggaraan pemerintahon dan/aUlu untuk pelaksanaan

pcmbangunan guna kepentingan umum;
c. badan atau perwakilan lcmbaga Iutemasional yang ditetapkan dengan

Peraturan Menteri Keuangan dengan Syttr.ll tidak menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan Jain di IUBIfungsi dan tugas badan IU'8U perwakilan
orgaaisas] tersebut;

d. orang pribad1 atau Badan karcna konversi bilk atau karena perbuaian hukum
lain dengan tidak adanya perubahan nama;

e. orang prihadi atau Badan karena wakaf dan
f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepcntiugan ibadah,
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(2) Besaran pokok Pajak Bea Perolehan Hak 818STanah dan/alau Bangunaa ylDlg
rerutang dibituog dengan eIIJ'8 mengalikan larif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) dcngan dasar pcngcnaan pajak scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayiU (I) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objck Pajak Tidak Kena
Pajak scbag-dimanadimaksud daJamPasaI4 ayal (4) dBIl.ayal (5).

<I) Tarif Bea Prolehan Hak 0UlS Tonah danllltnU Bangunan ditetapkan sebesar
5% (lima pcrsen);

PasalS

(5) Dalam hal peroleban hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang
pribadi yang masih dalam hubungan kelnarsa scda.rah dalam segaris kerurunan
lurus satu demjsl ke atas atau satu demjal ke bawab dengan pemberi hibah
wasiat, termasuk suami/istri, Nllal Perolehan Objelt P!liak Tidak Kens Pajak
ditetapkan sebesar Rp 300.000.000 (tiga raLUS juta rupiah).

(4) Besaran Nilal Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar
Rp 60.000.000 (CIlWIl puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak;

(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (l) dalam hal ini
adalah:
a. jual beLi ndalah hnrge rransaksi ;
b. rukar menukar ialah nilai pasar ;
c. hibab adalah nilai pasar ;
d. hibah wasiat adalah nilai pasar ;
c. wnris adaleh nilai pasar ;
f. pemasukan dalam pcrscroan atau badan hukum loinnyo odolah nilai pMlIJ';
g. pemisahan hnk yang mengakibatkan peraJihan adalah nilai pasar ;
h. peralihan hak karena pclakS303311 putusan bakiro yang mempunyoi kekuatan

hukum tetnp ndolah nihil pasar :
i. pemberian hak baru alas 180MsebaSai kclanjulllo dar! pelepasan hek adalah

nilni pasar ;
j. pcmbcrian hak baru atas tanah di luar pelepasan hnk adaIah nilni pasar ;
k, penggabungan usaha adalah nilai pasar;
I. peleburan walla adaIah nilai pasar;
m. pemekaran usaha adaIah nilai pasar:
n. hadiah adalah nilai pasar; danlatau
o. pcnuniukan pembeli dalom lelang adalah harga transoksi yang tercantum

daJam risaJah lelang,

(3) Jlka Nilai Jual Perolehan ObJek Pajak sebagaimana dimnksud pada ayol (2)
buruCa sampai deogan huruf n Lidakdiketahui atau lebih rendah daripada NJOP
yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pado tahun
terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai oleb NJOP Pajak Bwni dan
Baugunan ;

(1) Dasar Pcngennan Ben Perolehnn Hak atas Tanah danlatau Bangunan adalah
Nilni Perolehan Objek Pajak ;

Pau) 4

DASAR PENGENAAN. TARIF DAN CARA
PERBlTUNGAN PAJAK

DAntu
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(I) Setiap Wajib Pajak mengisi SSPD;

(2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Iuuus diisi denganjclas, bcnar dan
lengkap serta ditandatangani olch Wajib Pajak atau kuasaaya;

Puett t

Pasall0

(1) Pejabat Pembuai Akta TanahlNotaris dan Kcpala Kantor yang mcmbidangi
pelayanen lelang negara, yang rnelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 7 ayat (I) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda
sebesar Rp 7.s00.000 (tnjuh jura lima rarus ribu rupiah) uniuk sctiap
pelaaggaran.

(2) Pejabat Pembuat Akta TanshlNotaris dan Kepala Kantor yang membidangi
pelayonon pelelangan negara, yang melanggar ketenruan sebagaimana
dimakSud pads Pasal 8 ayat (1) dikcnakan sanksi admintrati f b\.'fUpa denda
sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puJuh ribu rupiah) unruk setiap
pclanggaran,

(3) Kepala kanror bidang pertanahan yang melanggar kerentuan sebagailllanll
dimaksud dalam Pasa! 7 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal!)

Sistem dan Prosedur pernungutan Bea Perolehan Hak AllIS Tanah dan/atau
Bangunan diatur lebih lanjut dengen Peraturan Wallkota,

Pasal8

Pejabat Pernbuat Akta TanahlNotaris don kepala kanior yang membidangi
pclayanan telong negnm meloporknn pembuo.tan akta aiau risalah lelang Perolehan
l1ak atas Tansh dun/alau Bangunan kcpada Walikota paling lambsl pads 18Jlggal10
(sepuluh) bulan berikutnya,

(1) Pejabal Pembuat Akla TanahJNotaris hanya dnpat menandatangani akta
pcmindahan Hak alnS Tanah donIatau Dangunan setelah Wajib Pajak
menyerahkan bukti pembayaran pajak bcrupa SSPI).

(2) Kepala Kantor yang mcmbidongi pelayonnn lelong negara hanya dapal
menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dun/lllftu Bangunan
seielah Wsjib Pajak mcnycrahkan buleti pembayaran pajak berupa SSPD;

(3) Kepala Kantor bidang pertanahan lUUlyadapat mclakukan pendnftaran Hak atas
Tanah sctelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaron pajak berupa SSPD.

Pasal7

KETENTUANBAQI PEJADAl'

BAD IV

Bea Pcrolehan Hak Atas Tansh dan Dangunan yang ICfUlangdipungut di wilayah
Daerah ternpat tanah dlUllalau Bangunan berads.

Pasal6
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a. SKllDKB dalam bal :

I) Jika berdasarkan basil pemeriksaan atau ketcrnngan lain, pajak )'lIIIg
terutang tidal: atau kurang dibayar;

2) Jib SPTPD tidak disampaikan kepada WolikoUl dalam jangka waktu
renenru dan setelah dltcgur secara tertulis tidal: disampaikan pada
waktunya sebagairnana ditentukan dnJomsumt tcguran;

3) Jika kewajiban mengisi SI'TPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang
dihitung secara jabatan,

b. SKPOKBT jib ditemukan data baru danlntau data yang semula belum
tcruagkap yang menyebabkan penombahanjwnJall pajak yang terutang,

c. SKPDN jib jumlah pajak yang terutang sama besnmyn dengan jumlab
kredit pajak atau pajak tidnk terutang dan tidaleada krcdit pajak..

(2) Jumlah kckurangan pajak yang terumng dalam SKPDKB sebagaimana
dimnksud pada ayat (I) huruf R angka 1) dan angka 2), dikenakan sanks;
administmtlf berupa bungs sebesar 2 % (dUll persen) sebulan dihitung dari
pajllk: yang kuraag atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua pulub empat) bulan dlliilWlg sejak saat terutangnyn pajak.

(3) Jurnlnb kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT scbagaimana
dimaksud pada ayat (I) buruf b dikenakan sanksi admioistralifberupa kenaikan
sebesar 100% (scrams persen) dari jwnlab kek'Ut8Dganpajak tersebut,

Oagian Kedua
Sanksl Administratif

PasA! 14

(I) Dalam Jongka \\1111-..1\1 S (lima) rahun sesudah saOI terutangnyn pnjnk, WoUkotll
dapat menerbitkan :

P851113

Bca Pcrotchan Hak AtM Tanah danlalsu Bangunan yung terutang dipungut
diwilayah Daerah tempat IlIOMdanlntou bangunan berada,

P»511112

(I) Pernunguian Pajak dilnrnng diborongkon.

(2) Wajib I>ajakrnembayar sendiri pajak tennang berdasarknn STPTD.

(3) Wajib pajak yang mcmcnuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan
menggunakan SPTPD. SKPDKB danlalau SKPDKBT.

saslan Kesatu
Ta'a Carll Pemungut8n

llABV
PEMUNGUTAN PAJAK

(3) SSPO sebagaimana dimaksud pada ayal (I), berfungsi sebagai SPTPD:

(4) SSI'D scbagaimana dimaksud pada ayal (1) harus disampaikan kepada Pejabat
selnmbat-lambatnya 10 (sepulub) hari setclah bcrakhimya masa pajak;

(5) Bentuk, isi dan tatn cam pengisian dan penyampaian SSPO dilctapkan olch
WaJikota
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(3) Ketenruan Icbib lanjut mengenai tala cam pembayaran, penyetoran, tcmpat
pembayaran, angsuran, dan penundaan pcmbayaran pajak diatur dengan
Peraturan Walikola.

(2) Walikota alas permohonan Wajib Pajak setclah mcmenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayamn pajak, dengan dikcnakan bunga sebesar
2 % (duo persen) sebulaa,

(I) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Sural Keputusan Pembetulan, Surat Kcputusan
Keberatan, dan Putusan Banding, yang ruenycbabkan jurnlah pajak yang harus
dibayar bertarnbnh mcrupakan dasar penagihaa pajak dan harus dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1 (sam) bulan sejak tanggal diterbitkan,

Puall7

Bagian Keempal
Tata Cara Pcmbayaran dan Peaagihan

(3) Ketenruan lebih laujut mcngenai beruuk, isi dan pcnyampaian penagihan
sebagaimana dimaksud pada BYUt (I) ditetapkan dengan Pemruran Walikota,

(I) Walikota dapat menerbilkan STPD jika:

a. l'!\iak dalam tahun berjalan tidak aiau kurang dibayar:
b. Dari hnsil penclitlnn SPTPD lcrdopal kckurangan pcmbayaran sebagai

aklbal salah tulis danlalau salah hitung:
0. Wajib Pajak dikenakan sanksi adminisrratif'berupa buuga dwatau dcnda

(2) Jllmlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPO sebagairnana dimoksud
pada ayat (I) huruf a dan buruf b ditarubab dengan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama IS (lima belas)
bulan. sejek saat tennangnya pajak.

nagian Kttiga
SUI'lII'fagibao Pajak

'P1I~aI16

Pual IS

(I) SSPO. SKPOKB dan SKPOKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
aY81(3) dan ayat (4) dlatur dcngen Pcraturan Walikota.

(2) Ketenruan lebih Innjur mcngcnal 1Il1ll com pengisinn dan pcnyampaian SSPO,
SKPDKB. dan SK])DJ.93T sebagalmana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan
OYOl (5) dintur dengan Peraturan Wolikota.

(4) Kenaikan scbagaimana dimaksud pada ayal (3) tidak dikenakan jika Wajib
Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan,

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPOKD sebagairnnna dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenalkan
scbcsar 25 % (dua puluh lima pcrsea) dari pokok pajak ditambah SIII1ksi
administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau tcrlambat dlbayar untuk jangka waktu paling lama 24
(duo puluh ernpat) bulan dihinmg sejak sam terutangnya pajak.

8



Pasal21

(1) Wajib Pajak dapat mcngajukan permohonan banding hanya kepnda Pengadilan
Pajak terhadap keputusan mengenai kcberataunya yang ditetapkan oleh.Walikota.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah Icwat dan
Walikota tidak rnemberi suaiu keputusan, keberatan yang diojukon tersebut
dianggap dikabulkan.

(2) .K.cputusan Walikoia atas keberatan dapat berupn menerima seluruhnya atoll
sebagian, menolak, aiau menambah besnrnya pajak yang terutang,

(I) Walikota daJam jangka waktu paling lama 12 (dun belas) bulan, sejak taaggal
Surat Keberatan diterima, barus mcmberi kcputusan alas keberatan yang
diajukan.

Pasal20

Bagian Kellma
Kcberatan dan Blinding

PlIul19

<I) Wajib Pajak dapar mengajukan keberman hanya kepada Walikota atau pcjabar
yang dirunjuk atas suatu:
a. SKPDKB;
b. SKPDKDT;
c. SKPDLB;
d. SKPDN; dan
e. l'clDolongan atau pcmungutan oleh pibak kctlga bcrdasarkan kctcmuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan­
alasan yang jelus.

(3) Kebcratan barus diojukoo dalam jangka waktu paliJlg lame 3 (liga) bulan scjak
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pernungutan sebagaimann dimaksud
pads ayat (I). kecuali jika Wajib Pajak dapat mcnunjukkan bahwajangka waktu
ita tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Kebcratan dapat dinjukllLlapabile Wnjib Pajak !elah membayar paling sedikit
scjwnJah yang telah diseiujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayol (I), Brat (2), ayat (3), dan ayat (4) lidak dinnggap scbagal Sura! Kcberatan
sebingga lidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan swat keberatan yang diberiknn oleh Walikota atau pejabat
yang ditunjuk atau tanda pengiriman sural keberatan melalui sural pos tercatat
sebagai tanda bukti penerimaan surat keberaian.

(I) Pajak yang terutang berdasarkan SKI'DKB, SKPDKDT. STPD, Swat
Keputusan Pembetulan, Sural Kcpurussn Kcbcraian, dan Putusan Banding yang
tidak atoll kurang dibayar oleh Wnjib Pajak pada waktunya dapal ditagih
dengan Swat Paksa,

(2) Penagihan pajak dengan Sural Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

PIISIl118
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Bagiau Keenam
Pcmbetulan, Pcmbatalan, Pcngurangsn Ketetspan, dan
Pengbapusan atau Peogurangan Sanks.iAdministratif

PllSal23

(1) Alas pcrmchonau Wajib Pajak atau karcna jabatannya, Walikota dapat
mernbetulkan SKPDKB, SKPDKBT oIDu STPD, SKPDN mau SKPDLB yang
dalam pcncrbitannya terdapar kesalahan tulis dan/atall kcsaJaban hitung dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajRkan dacmh.

(2) WaUkota dapat:

a. mengurangkan atau meoghapuskan saaksi administratif berupa bunga, denda..
dan kenaikan pajak yang terutang rnenurut peraturan pcrundaag-uadangan
perpajakaa daerah, dalom hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wl\jib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengnrangkan atou membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN
OlOU SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
d. membatalkan hasil pemeriksaan ntnu kctetapan pltjak yang diJakl;anakan atau

diterbitkan tidak sesuai dengan tata C~ yang ditentukan; dan
c. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan

kcmampuan membayar Wajib Pajak aiau kondisi tertentu objck pajak.

(3) Kctenruaa lcbih lanjut mengenai tala cwa pcngurangan atau penghapusan sanksi
administratif dan pengurangan atau pembatalan .kcletap!lll pajak sebagaimana
dimaksud patla ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

(I) Jika pengajuan kcbcratan atau pcrmohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh cmpat)
bulan.

(2) Imbalan bunga sebngnimann dimaksud pnda ayat (I) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan ditcrbitkarmya SKPDLB.

(3) Dalam bal kcbcratan Wajib Pajak.ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sank$i administratif berupa denda sebesar 50% (limn puluh persen) dan
jumlah pajak berdasarkan kcputusan kcbcratan dikurangi dengan pajak yang lelo.h
dlbayar sebelurn mengojukan keberatan,

(4) Dalam bal Wajib P~iak olcugajukan permoncnan banding, sanksi adminIstmtlf
berupa dendn sebesar 50 % (lima puJuh persen) sebagaimana dimaksud pada ayot
(3) tidak dikcnakan,

(5) Dalam ba.1 pcrmobonan bonding ditolak atau diknbulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dori
jumlah pajak bcrdasnrkan Putusan Banding dikurangi dengan pcmbayarsn pajak.
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan,

Pasalll

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diajukan seeara
tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalum jangka waktu 3
(tiga) bulan sejak keputusan dimrima, dilampiri salinan dari sural kcputusan
keberaian tersebut.

(3) Pengaiuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak
sampai dengan I (sam) bulan sejak tanwJ penerbitan Puuisan Banding.
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BABvn

KEDALUW ARSA PENAG IHAN

Pasal2S

(I) lIak unruk melakukan penagihnn Pajak meojadi kedaluwarsa setelah melompaui
wakru S (lima) taboo h:rhilung sejak saa1 rerutnngnya Pajak, kecuali apabila
Wajib Pajak melakuknn rlndak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagatmane dimaksud patla ayat (I) lCrtBngguh
apabila:
II. dltcrbitkan Sural Teguran don!atau SIII'8IPaksa; atau
b. ado pengakuan ulllllg pajak dan Wajib Pajak. baik Inngsung maupun tidak

langsung,

(3) Dal8JO hal diterbitkan Sural Tegurnn dan Sural Paksa scbsgaimana dimaksud
pada nyal (2) huruf 0, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak langgal
penyempaian Sural Paksa ICNCbuL

(4) Pengakuan utang Pajok SCCOJ1I langsung sebagaimana dimaksud pads ayat (2)
burufb. adalah Wajib Pajak dengon kesadarannya mcuyutakan masih.mempunyei
utaag Pajak dan belum mclunasinya kepada Pemeriatah Kota.

(5) Pengakuan utang SCClIJ'alidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
buruf b dapat diketahui dori pengajuan pcrmoboaan aogsumn atau penundaan
pemhayaran dao permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(6) Jika pengembalian kelebihnn pemboynran Pajak dllakukau sctclah lcwat 2 (dua)
bulan, WoUkota mcmbcrikan imbalan bunga sebesar 2% (dun persen) sebulnn
alas ketertambatan pembayaran kelebihan perobayaran I'ajak.

(7) Tata cam pengembolion kelebihan pcmbayamn Pajak sebagaimana dimaksud
padn oylll (1) diatur dengan Pcmturan Walikota.

(5) Pengcmbslien kelebihan pembayaran Pajak scbognimonn dirnnksud pada ayat (I)
dilokuknn dolnm jangka waklu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKl'DLD.

(4) Apabilu Wajib Pajak mempunyai utnn8 Pajak atau lainnya, kclcbihan
pcmbayaran Pajak scbagairo8ll8 dimaksud pada ayal (I) langsung diperhinmgkan
untuk melunasi terlebih dahulu utnng Pajak tersebut.

(2) Walikota dalam jaogka waktu paling lama 12 (dUB bolas) bulan. sejak
diterimnnya pennohonnn pengembalian kelebihnn pcmbayamn Pajak
scbagairuana dimaksud pads ayat (I), harus membcrikan kepurusan,

(3) Apabila jangka waklu scbagalmana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telnh
dilnmpnui dan Walikolo iidnk membcrikan suatu kcputusan, pcrmobonan
pcngcmbalian pernbayarsn Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB hnrus
diterbltknn dnlnm jangkn wakfu paling lorna I (ssw) bulan,

Pasal14

(I) Alas kclcblhan pcmbayaran I'sjak, Wajib Pajak dapat mcngajukan permohonan
pengcmbalinn kepada Wolikohl.

BABVI

PENGEMBALlAN KELE.BlHAN PEMBAYARAN PAJAK
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RADIX

KETENTUAN KBUSUS

Pasal29

(I) Seliap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain scgala sesuam yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleb Wajib Pajak dalam rnngka jabatan
atau pekerjaannya untuk mcnjalanknn ketenruan peraturan perundang-undangan
perpajakon daerah,

(2) Lar:mgan sebagaimana dimaksud pada ayoil (1) berlakn juga tcrbadap renaga ahli
yang dilunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelnksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,

(3) Dikecualikan dati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan oyat (2)
adalah;

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
a, Memperllbatknn dIUlIatou mcminjnmkan buku atau cetatan, dokumen yang

menjadi dasarnyo don dokumen lain yang bcrhubungan dengan objek Pajak
yang tcrutang.

b. Mernberikon kesernpatan untuk memasuki tcmpat atau ruangan yang
dinnggap perlu dan memberiknn bantuan guna keJtuIC411lJ1pcmcriksaan.

c. Memberiken keternngan yang dipcrlukan

(3) Kercmuan lebih lonjul mcngenai unn cam pcmcriksaan Pojak diotur dcngan
Peraturan Walikota.

Pasal 28

(I) WaJikOla berwenang melskukan melakukan pcmeriksaan untuk mcoguji
keparuhan pemenuhan kcwajiban perpajakan daerah daJam rangka
meleksanekau perarura.n perundang-undangan pcrpajakan daerah,

(2) Kriteria Wojib Pajak dan penentuan besnmn omzet scm lata cara pembukuan
atau pencatatan sebagalmnna dimaksud pada lIynl (I) dlntur dengan Peraturan
Walikoto.

PUlII2?

(I) Wajib Pojak ynng mclakukan usaha dengan omzet paling sedikit
Rp.300.000.000.- (lisa rarus juto rupiah) pertahun wnjib menyelcoggarakllll
pembukuan atau pencataran,

BAHVIU

PEMBUKUAN DAN PEMERJKSAAN

(3) Taia CIllO penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Walikota

Plsal16

(1) Plutang Pajak yang tidak mungkin dltaglh 18~i karena hnk untuk mclakukan
penagihan sudah kcdaluwarsa dapat dihapnskan,

(2) Walikotll menctapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudeh
kedaluwarsa sebsgelrnana dimaksud pada ayat (I).
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(I) Pejabat Pcguwai Negeri Sipil tertentu dl Iingkungan Pemerintah KOla dibcri
wewcnang khusus sebagel Penyidik untuk melakukan pcnyidlkan tindak pidana
dibidang perpajakan Daernh, sebagaimaaa dimaksud dalnm Undnng-Uodang
lIukum Acara Pidana,

(2) Penyidik sebagaimana dlmaksud pada aynt (I) ndnInh pejabal pcgawai negeri sipil
tertentu di Iingkungnn Pemerintah Kota ylUlg diangkat oleh pcjobat yang
berwenong sesuai dengan ketentuan peraruran perundaagundangan ..

(3) Wewerumg Penyidik sebugaim8118dimaksud pada oynl (I) adalalJ:
a. menerimn, mencari, mcngumpulkan, dan meneliti keterangan IUIIU laporan

berkenaan dengan lindak pidana di bidang perpajakan Dnerah agar kctercmgun
atau laporan rerscbut menjadi lcbih lengkop dan jcles ;

b. mcncliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan rnengenai orang pribadi atau
Dodan temang kcbcnaran perbuaian yang dllnkukan schubungan dengan tindnk
pidaua perpajakan Daernh ;

c. merninta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau I3ndan sehubungan
dcngan lindak pidana di bidang pcrpiIjaknn Daerah ;

d. memeriksa buku, catalan, dan dokumen lain berkenaan dungan tindak pidana di
bidang perpajakan Daemh ;

c. melakukan penggelednbllll unluk mendnp3tkon bahan bukli pcmbukunn,
pcnen(olan, dan dokumen lain, seClOmclakukan pellyitnan terbadop baban bukli
tersebul:

f. memin18 banluan lcnaga Mli dalrun ranl:ka pelaksnna.an IUgas pcnyidikan
tindak pidana di bidang pcrpajakan Damlh;

g. menyuruh bcrh<.'lIli dn.nIolDU melarang scscorang mmillggalkllll ruangan alau
lCmplll pado sam pemcriksaan sedang berlangsung don memmksn idenritas
orang, bendo, dan/alau dokumen yang dibaws;

h. mcmotret seseorang yang berkaitan dcogan tindak pidana perpajakan Dnemh;
i. memonggil orang untuk didengar kcturangannyn dan dipcriksa sebngai

lersangkn 818Usaksi;

BA8X
PENYIDlKAN

Pa.sa130

(4) Unluk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin terrulis kepada
pejabat sebagaimunu dimaksud pada ayet (1) dan icnaga ahli sebagairnana
dimaksud padn oyat (2), agar memberikan keterangan, memperllhatkan bllktl
turtulis dar! utau lcntang Wajib Pajak kepada pillak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepemingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara piclana 3U1U
perdata, n18S permintaan hakim sesuai dengan Hulrum Acaro Pidana dan Hukum
Aearu Perdata, Walikota dapat memberi lzln tenulis kepada pejabat
sebngaimano dimaksud pods ayat (I), dan tCllIIgu ahli sebagaimanu dimaksud
pada ayat (2), untuk mcmberikan dan mcmperllhatkan bukli tertulis dan
keterangan Wojib Pajak YBnI:: sda padanya,

(6) Pcrmintnan hakim sebagelmane dirnaksud pads ayat (5) harus menyebutkan
nama rcrsangka atau nama tergugai, keterangan yang diminta. sena kaitan antara
pcrkam pidana Ol8U perdata yang bcrsangkutan dengan ketemngan yong dimlma.

a. Pejabat dan tenaga ahll yang bertindak scbagai saksi atau saksi ahli dalam
sidault pcngadilaa;

b. Pejabat dan/atau tCUBltS ahli yall{; ditetapkan oleh Walikota untuk
memberikan keierangan kepada pejabat lcmbaga negara atau instansi
Pemcrintab yang berwcnang melakukan pemeriksaan dalam bidang kcuangan
daerah.
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Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak ditunlUl setelah melampaui jangka
woktu 5 (lima) Ulhun seJak S8a1 terutangnyo pajak alau berakbimya Masa Pajak ntan
bernkhimyo Bagian Tabun Pajak atau bcrakhiroya Tnhun Pajak yang bersangl'Utan.

PasaJ34

Dcnda sebagaimnna dimaksud dalam Po.'I8l28 dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)
merupakan pencrimaan negara,

Paul 33

1'11,11132

(I) Pejnbat OUIU tcnaga ahJj yang ditunjuk olcb WalikOla)'IIDSkarena kealpaanya tidak
mcmcouhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimnna dimaksud dalam Paso! 26
aynl (I) don 8)'RI (2) dipidlma dengan pidano kurungan paling lama 1 (satu) tahun
don pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,- (empai juta rupiah).

(2) Pejabat atau lennga ahll yang dilunjuk oleh Walikota yang dengan sengajo tidak
memenuhi kcwajibannya atau seseomng yang mcoyebabkan lidak dipenuhinya
kcwajiban pejabal sebagaimana dimaksud dalam Pn.'I8126 8)'l1t (1) dan ayol (2)
dipidana dengan pidana kuruagan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepulubjuta rupiah).

(3) Penuntutan ternadap tindak pidana scbagaimana dimaksud pada ayal (I) dan
ayat (2) banya dilokukan alas peogndunn orang yang kerahasiaannya dilanggar.

(4) Tunnnan pidana sebagaimana dimaksud pada oyol (1) dan aye! (2) sesuai dcngan
siJiunya odn1nh menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena ito dijndikan lindale pidana pcngaduan.

rlll.131

(I) Wajib Pajak yang karena kealpaannya udek mcnyampaiknn SPTPD atau mengisi
dengan tidnJc benar atau tidak lengkap atau rnelampirkan keterangan yang tidak
bcnar sehingga merugikan keuangan Oacrah dapat dipidann dcagan pidana
kurungan poling lama I (satu) tahun atau pidann denda paling banyak 2 (dun) keli
jumlah pajak terutang ytlOgtidak etau kurang dibayar,

(2) Wnjib Pajak yang dengan seogaja tidak mc:oyampaikan SPTI'D atau mengisi
dengan lidak benar atau lidak lengkap amu mclnmpirkan kcterangnn yang ridak
bennr sehingga ml..rugikan keuangnn Dncrab dapat dipidana dengan pidana pcnjara
paling lama 2 (dun) tahun QUIU pidana denda paling banyak 4 (cmpat) kali jumJab
pajnk tcrutang yang tidak DI8U kurnng dibayar.

BAR xi

KETENTUANPlDANA

j. menghentikan penyidlkan; dan/aUlu
k. mel8lrukan tindakan lain yang perlu untuk kclancarsn pcnyidikan tindak pidana

di bidang perpajakan Dacrah sesuai deogan kerentuan pcrsturaa perundang­
undangan,

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memberitahukan dimulainya
pcnyidi.kan dan menyampaikan hnsil penyidikannya kepada Penuntut Umum
rnelalui Penyidik pejabat Polisi Ncgara Republik (ndonesis, scsuai dengan
ketenruan yang diatur dalam Undang-Undang HulcumAcara Pidana,
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Peruturan Dacrah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seuap orang rncngctahuinya, memcrimahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini
dcngan pcnemperannya dolnm I.cmbnran Daerah Kotn Palembang,

Pasal36

PauJ3S

Kerenruan mengenai Den Perolehan Halt AIa.~Tanah dan Bangunan sebagaimana
diatur dalam I'cralur8Jl Daerah ini mulai bcrlakuscjak tanggal 1 Januari 2011.

BABXD

PENUTUP
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